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ABSTRAK

Undang-Undang Cipta Kerja merupakan omnibus law yang dilegalisasi
pemerintah pada Oktober 2020. Legalisasi tersebut menimbulkan berbagai
polemik di masyarakat karena kurangnya keterlibatan publik dalam proses
legislasi undang-undang tersebut. Partisipasi publik yang merupakan salah satu
aspek penting dalam proses perumusan suatu produk hukum cendrung tidak
terlihat dalam proses legislasi UU Cipta Kerja. Publik menilai proses legislasi UU
Cipta Kerja jauh dari transparansi dan partisipasi. Rumusan masalah yang dipilih
adalah Bagaimana partisipasi publik dalam proses legislasi UU Cipta Kerja? dan
Bagaimana partisipasi publik dalam proses legislasi UU Cipta Kerja perspektif
hukum Islam?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan
pendekatan yuridis normatif yang mendeskripsikan dan menganalisis partisipasi
publik dalam proses legislasi UU Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan sumber
data primer dan sekunder yang akan dianalisis menggunakan konsep partisipasi
publik dan hukum Islam (siyasah dustiriyyah).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja dapat
dikategorikan sebagai produk hukum yang tidak responsif. Proses legislasi UU
Cipta Kerja cendrung mengabaikan unsur transparansi (keterbukaan). Prinsip
transparansi dalam proses legislasi undang-undang berkaitan dengan prinsip
partisipasi publik. Proses legislasi UU Cipta Kerja yang mengabaikan transparansi
menyebabkan publik tidak dapat berapartisipasi dalam perumusunnya. Partisipasi
publik merupakan salah satu unsur penting yang harus diterapkan dalam proses
legislasi undang-undang yang telah diatur dalam UU P3. Hal ini juga
menunjukkan kurangnya akuntabilitas pemerintah terhadap UU Cipta Kerja.
Sehingga, UU Cipta Kerja dapat dikategorikan sebagai suatu produk hukum yang
tidak responsif karena tidak sesuai dengan ketentuan konfigurasi politik
demokratis yang menjadikan partisipasi publik sebagai unsur pokok dalam proses
legislasi undang-undang.

Ditinjau dari hukum ketatanegaraan Islam, pemerintah dapat dianggap lalai
dalam menjalankan fungsi legislasinya. Pemerintah dalam membentuk suatu
kebijakan harus melihat dan menyesuaikan situasi dan kondisi masyarakat. Proses
legislasi UU Cipta Kerja dilaksanakan dengan terburu-buru dan tidak partisipatif.
Selain proses legislasi dilaksanakan dengan tidak adanya keterbukaan dari
pemerintah. Publik atau masyarakat juga sulit mengontrol proses legislasi UU
Cipta Kerja karena dilaksankan ditengah masyarakat yang sedang berjuang
menghadapi  siatuasi pandemi global COVID-19. Selain itu, hukum
ketatanegaraan Islam juga menerapkan prinsip musyawarah dalam membentuk
sutau kebijakan. Partisipasi publik yang cendrung terabaikan dalam proses
legislasi UU Cipta Kerja menunjukkan bahwa proses legislasi tersebut tidak
melalui tahapan musyawarah. Seharusnya, pemerintah melaksanakan sosialisasi
sebagai ruang diskusi atau musyawarah agar publik atau masyarakat dapat
menyampaikan aspirasi terhadap UU Cipta Kerja.

Kata Kunci : Partisipasi Publik, UU Cipta Kerja, Hukum Islam



ABSTRACT

The Job Creation Act is an omnibus law that the government legalized in
October 2020. This legalization has caused various polemics in the community
due to the lack of public involvement in the legislative process of the law. Public
participation, which is one of the important aspects of formulating a legal product,
tends to be invisible in the legislative process of The Job Creation Act. The public
views that the legislative process on The Job Creation Act is far from being
transparent and participatory. The formulation of the problem chosen is How is
public participation in the legislative process of The Job Creation Act? and How
is public participation in the legislative process of The Job Creation Act from an
Islamic legal perspective?

This research is normative legal research using a normative juridical
approach that describes and analyzes public participation in the legislative process
of The Job Creation Act. This study uses primary and secondary data sources,
which will be analyzed using the concept of public participation and Islamic law
(siyasah dustiriyyah).

The results of this study indicate that The Job Creation Act can be
categorized as an unresponsive legal product. The legislative process of The Job
Creation Act tends to ignore the element of transparency (openness). The
principle of transparency in the legislative process is related to public
participation. The legislative process of The Job Creation Act that ignores
transparency causes the public not to participate. Public participation is one of the
important elements that must be implemented in the legislative process of the laws
that have been regulated in the P3 Law. It also shows the government's lack of
accountability to The Job Creation Act. Thus, The Job Creation Act can be
categorized as an unresponsive legal product because it does not comply with a
democratic political configuration that makes public participation a key element in
the legislative process.

The government might be judged neglectful in carrying out its legislative
responsibilities based on Islamic constitutional law. Informing a policy, the
government must see and adjust to the situation and conditions of the community.
The legislative process for the Job Creation Law was carried out in a hurry and
was not participatory. In addition, the legislative process is carried out in the
absence of openness from the government. It is also difficult for the public or the
public to control the legislative process for the Job Creation Act because it is
implemented amid a community that is struggling to deal with the global COVID-
19 pandemic. In addition, Islamic constitutional law also applies the principle of
deliberation in forming a policy. Public participation, which tends to be neglected
in the legislative process of the Job Creation Law shows that the legislative
process does not go through the stages of deliberation. The government should
carry out socialization as a room for discussion or deliberation so that the public
or the public can express their aspirations to the Job Creation Law.

Keywords: Public Participation, The Job Creation Act, Islamic Law
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama

dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No:

158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan

\ Alif d”ar;ig:r‘]‘gkan Tidak dilambangkan

o ba’ B Be

<o ta’ T Te

& sa’ S es (dengan titik di atas)
a Jim J Je

c ha h ha (dengan titik di bawah)
¢ Kha Kh ka dan ha

N Dal D De

3 zal z zet (dengan titik di atas)
) ra’ R Er

3 Zai VA Zet

o Sin S Es

O Syin Sy es dan ye
P sad S es (dengan titik di bawah)
2 dad d de (dengan titik dibawah)
L ta’ t te (dengan titik dibawah)




L za’ z zet (dengan titik dibawah)
¢ '‘Ayn RS koma terbalik (di atas)
¢ Gayn G Ge
< Fa' F Ef
3 oaf Q Qi
4 Kaf K Ka
J Lam L El
. Mim M Em
o Niin N En
9 Waw W We
2 Ha' H Ha
3 Hamzah U Apostrof
123 Ya Y Ye
B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap
de;\m Ditulis muta‘aqq/adin
sle Ditulis ‘iddah
C. Ta’ Marbutah di akhir kata
1. Biladimatikan ditulis h :
Al Ditulis Siyasah
il2s Ditulis Maslahah

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke
dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya).




2. Bila diikuti dengan kata sanding “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan h :

;\—:‘-Bi\?\ FIARS

Ditulis

Karamah al-auliya’

3. Bila ta’ Marbitah hidup dengan héarakat fathdhs, kasraz dan dammah

ditulis t:

o o >

A 38

z

D. Vocal Pendek

-

E. Vokal Panjang

Fathah + alif

ws s

Fathah +ya’ mati

N
Kasrah + ya’ mati

L5

z

Dhammah + wawu mati

DP9

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya’ mati

Fathah + wawu mati
J3s

Fathah
Kasrah

Dammah

Ditulis

Ditulis
Ditulis
Ditulis
Ditulis
Ditulis
Ditulis
Ditulis
Ditulis

Ditulis
Ditulis
Ditulis
Ditulis

Xi

Ditulis
Ditulis

Ditulis

Zakat al-fitr

A
Jahiliyyah
A

Tansa

!

Karim

U
Sfurid

Al
Bainakum
Au

Qaul



G.Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan

Apostrof
1. V-}*:'ﬁ Ditulis A’antum
2. el Ditulis U’iddat
3. gﬁw UJ Ditulis La’in syakartum

H. Kata Sandang Alif +Lam

a. Biladiikuti Huruf Qomariyyah

OT}’UT Ditulis Al-Qur’an
el Ditulis Al-Qivas

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan Menggandakan Huruf

Syamsiyah yang Mengikutinya, serta menghilangkan huruf | (el)-nya

<L) Ditulis As-Sama

] Ditulis As-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

P9 Ditulis Zawi al-furiid
£2)) J:{T Ditulis Ahl as-Sunnah
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia diramaikan dengan demonstrasi terhadap omnibus law' pada
kisaran Oktober 2020. Omnibus law yang dilegalisasi sebagai Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menimbulkan penolakan dikalangan
masyarakat. Demonstrasi terhadap undang-undang tersebut terjadi diberbagai
daerah dan dilakukan dari berbagai kalangan seperti buruh, mahasiswa, dan
berbagai organisasi masyarakat dan terjadi terjadi dibeberapa daerah

Salah satu organisasi yang menolak lahirnya UU Cipta Kerja adalah
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Asosiasi Serikat Pekerja
Indonesia (Aspek Indonesia) karena dari beberapa pembahasan UUCipta Kerja
yang salah satunya merupakan klaster ketenagakerjaan. Serikat buruh seperti
KSPI dan Aspek Indonesia merasa kepentingan mereka tidak terwakili dalam
undang-undang tersebut. Keterlibatan mereka dalam proses legislasi UU Cipta
Kerja dinilai hanya sebagai formalitas. Berbagai saran dan masukan yang
disampaikan tidak menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan terhadap
tindaklanjut undang-undang tersebut. Bahkan mereka menilai setelah legalisasi

UU Cipta Kerja, saran dan masukan dari buruh tetap tidak terakomodasi.

! Omnibus law adalah suatu konsep produk hukum yang berfungsi sebagai penggabungan
berbagai tema, materi, subjek, dan peraturan perundangan-undangan dar berbagai mcam sektor
tergabung dalam satu regulasi besar. Bagir Manan, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara
Indonesia, (Bandung : Alumni, 1997), him. 144.

2 “Kompas.com, https:/nasional.kompas.com/read/2020/10/15/12031741/presiden-kspi-
aksi-buruh-tolak-omnibus-law-akan-semakin-besar, akses 17 Oktober 2020.



https://nasional.kompas.com/read/2020/10/15/12031741/presiden-kspi-aksi-buruh-tolak-omnibus-law-akan-semakin-besar
https://nasional.kompas.com/read/2020/10/15/12031741/presiden-kspi-aksi-buruh-tolak-omnibus-law-akan-semakin-besar

UU Cipta Kerja dalam proses legislasinya cendrung mengabaikan
partisipasi publik. Selain beberapa asosiasi profesi merasa kepentingan mereka
terabaikan, partisipasi publik (masyarakat) minim dalam perumusan undang-
undang tersebut. Sehingga dapat dinilai minimnya transparansi dan akuntabilitas
dalam pembahasan pembentukan RUU Cipta Kerja. Hal ini, dapat dilihat dari
proses legislasi yang begitu singkat untuk sebuah undang-undang besar yang
menggunakan mekanisme omnibus law.

Pemerintah dan DPR selaku penguasa pembentuk undang-undang dinilai
kurang produktif dalam menjalankan fungsi legislasi. Proses pembentukan produk
hukum baik itu undang-undang, peraturan daerah dan lainnya, partisipasi publik
harus diikutsertakan dan dilibatkan. Masukan dan saran dari publik merupakan
salah satu aspek penting sebagai bahan pertimbangan dalam membuat produk
hukum. Hal ini agar mencapai tujuan dibentuknya undang-undang yakni untuk
mensejahterakan rakyat.

Partisipasi publik (masyarakat) dalam membentuk produk hukum telah
diatur dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hak rakyat untuk
berpartisipasi dalam pembentukan produk hukum yang dibentuk pemerintah
tertuang dalam Pasal 96. Publik (masyarakat) dapat menyampaikan masukan
terhadap rancangan suatu produk hukum baik secara lisan ataupun tulisan. Publik
dapat menyampaikan masukan apabila prosess legislasi rancangan peraturan
perundang-undangan dilakukan dengan transparansi. Selain itu, pelibatan
masyarakat dalam membuat hukum juga diatur dalam ketatanegaraan islam

(siyasah dusturiyyah). Dalam kajian siyasah dusturiyyah menyebutkan bahwa



penguasa atau pemerintah yang bertaanggungjawab untuk membuat suatu hukum
yang akan diberlakukan dimasyarakat perlu mempertimbangkan kemaslahatan
umat.

Partisipasi publik yang tidak terakomodir dalam undang-undang Cipta Kerja
menjadi penyebab timbulnya berbagai aksi penolakan dari masyarakat. Undnag-
undang tersebut dinilai tidak mementingkan kemaslahatan publik (masyarakat).
Melihat fakta demikian, tentu ini menimbulkan persoalan. Untuk itu, dalam
tulisan ini penulis menelusuri dan menjelaskan proses pembentukan undang-

undang tersebut dari persepektif hukum Islam.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut agar mengarah kepada
pembahasan, maka dirumuskan dalam beberapa rumusan sebagai berikut:
1. Bagaimana partisipasi publik dalam proses legislasi Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?
2. Bagaimana partisipasi publik dalam proses legislasi Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perspektif hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, dapat dikemukakan tujuan dan
kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Tujuan
a. Untuk menjelaskan partisipasi publik dalam proses legislasi Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.



b. Untuk menejelaskan proses legislasi Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perspektif hukum Islam.
2. Kegunaan

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapakan dapat bermanfaat dan dapat
memberikan kontribusi dalam perkembangan kajian hukum tata
negara pada umumnya.

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai
masukan dan referensi bagi masyarakat dan pihak pihak yang
berkaitan. Selain itu, tulisan ini diharapkan dapat menjadi salah satu
sumber referensi atau rujukan bagi pihak yang akan melanjutkan

penelitian dengan tema yang berkesinambungan.

D. Telaah Pustaka

Karya-karya yang berbentuk penelitian, artikel, jurnal, atau skripsi yang
penulis jadikan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah:

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Fakhrur Razy dan
Muhammad Fedryansyah dengan judul “Konflik Gerakan Masyarakat Sipil Dan
Pemerintah Dalam Proses Penyusunan Rancangan Undang-Undang Omnibus
Law”. Penelitian ini mengkaji proses penyusunan RUU omnibus law yang
terdapat konflik antara gerakan masyarakat sipil dan pemeintah. Hasil penelitian
tersebut menjelaskan bahwa konflik terjadi dalam proses penyusunan RUU
omnibus law disebabkan karena minimnya komunikasi politik dan partisipasi
politik serta adanya politik relation. Hal tersebut menimbulkan terciptanya suatu

produk hukum yang tidak demokratis, serta terdapat dorongan untuk mewujudkan



kepentingan pihak-pihak tertentu. Sehingga menyebabkan terjadinya konflik
berkepanjangan.®

Kedua, penelitian yang dilakukan Mohammad Fandrian Adhistianto dengan
Judul “Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja
(Studi Klaster Ketenagakerjaan)”. Penelitian ini berfokus pada pembentukan
Klaster Ketenagakerjaan dalam. RUU Cipta Kerja lihat dari politik hukum. Hasil
penelitian ini menyatakan bahwa Naskah Akademik dan RUU Cipta Kerja tidak
menggambarkan perlindungan kepada pekerja seperti apa yang telah diamanatkan
Konstitusi Negara Republik Indonesia secara jelas.*

Ketiga, jurnal yang ditulis Fajar Kurniawan dengan judul “Problematika
Pembentukan RUU Cipta Kerja dengan Konsep Omnibus Law pada Klaster
Ketenagakerjaan Pasal 89 angka 45 tentang Pemberian Pesangon kepada Pekerja
yang di PHK”. Fokus kajian ini adalah konsep omnibus law serta tinjauan hukum
terhadap pembentukan RUU Cipta Kerja pada klaster ketenagakerjaan Pasal 89
angka 45 tentang pemberian pesangon kepada pekerja yang diPHK. Hasil
penelitian ini adalah RUU Cipta Kerja mengandung banyak kelemahan yang
berpotensi menimbulkan berbagai problematika dikalangan masyarakat.

Problematika ini ditemukan pada perubahan ketentuan jumlah pesangon yang

$ Muhammad Fakhrur Razy dan Muhammad Fedryansyah, “Konflik Gerakan Masyarakat
Sipil Dan Pemerintah Dalam Proses Penyusunan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law”,
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Universitas Padjadjaran (2020).

* Mohammad Fandrian Adhistianto, “Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang-
Undang Cipta Kerja (Studi Klaster Ketenagakerjaan)”, Jurnal Universitas Pamulang (2020).



tertuang dalam Pasal 89 angka 45 yang mengubah ketentuan dalam UU No. 13
Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.”

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Indra Rahmatullah dengan judul
“Urgensi Assesment Report dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja”. Kajian
dalam penelitian ini adalah melihat sejauh mana laporan kelayakan RUU Cipta
Kerja. Hasil penelitian ini adalah dilihat dari 3 syarat pembuatan omnibus law
yakni sinkronisasi dan harmonisasi, sinkronisasi dilakukan oleh lembaga negara
atau lembaga profesional, dan disemenisasikan hasil review kepada publik,
omnibus law atau RUU Cipta Kerja ini belum melakukan laporan kelayakan
dikalangan publik atau masyarakat.®

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Joko Riskiyono dengan judul
“Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk
Mewujudkan Kesejahteraan”. Penelitian ini mengkaji mengenai aspirasi
masyarakat dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Proglenas) dan
pembentukan peraturan perundang-undanggan. Kemudian melihat partisipasi
masyarakat dalam implementasi dan kontrol terhadap suatu produk hukum. Hasil
dari penelitian ini menunujkkan bahwa DPR, DPD, dan Pemerintah dinilai belum
melaksanakan fungsi-fungs legislasi dengan aspiratif. Partisipasi masyarakat
yang menjadi bentuk kesejahteraan dan perlindungan hak-hak rakyat dalam

perancangan undnag-undnag belum menjadi salah satu fokus penting bagi

® Fajar Kurniawan, “Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja dengan Konsep
Omnibus Law pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 angka 45 tentang Pemberian Pesangon
kepada Pekerja yang di PHK”, Jurnal Universitas Surabaya (2020).

® Indra Rahmatullah, “Urgensi Assesment Report dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja,
Jurnal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2020).



pemerintah. Sehingga Pemerintah, DPR, dan DPD melaksanakan fungsi legislasi
dengan tepat.’

Keenam, jurnal yang ditulis Laurensius Arliman S dengan judul “Partisipasi
Masyarakat dalam Pembentukan Perundang-Undangan untuk Mewujudkan
Negara Kesejahteraan Indonesia”. Fokus dalam kajian ini adalah melihat tindakan
pemerintah dalam melibatkan keterlibatan masyarakat dalam pembentukan produk
hukum demi mewujudkan negara kesejahteraan Indonesia. Hasil penelitian ini
menjelaskan bahwa dalam pembentukan suatu undang-undang, partisipasi
masyarakat belum sepenuhnya didengar, atau terkadang hanya dijadikan sebuah
formalitas. Seharusnya, untuk mewujudkan produk hukum yang responsif
terutama terkait mewujudkan menuju negara kesejahteraan Indonesia, maka
pembentukan undang-undang di Indonesia penting untuk didasari pada Pasal 5
dan Pasal 6 UUP3 yang merupakan asas dalam pembentukan produk hukum. ®

Ketujuh, penelitian Kamarudin dengan judul “Tinjauan Yuridis Partisipasi
Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang”. Penelitian berfokus
pada sejauh mana partisispasi masyarakat dalam proses perumusan undang-
undang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian
ini menguraikan bahwa partisipasi masyarakat dalam perumusan produk hukum
masih terbatas, belum dapat dikategorikan meemenuhi tingkat full and meaning

participation. Dalam praktiknya, partisipasi masyarakat tidak sampai pada tahap

’ Joko Riskoyono, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan
Untuk Mewujudkan Kesejahteraan”, Tenaga Ahli Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia Jakarta (2015).

8 Laurensius Arliman S, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-
Undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia”, Jurnal Politik Peemerintahan
STIH & STISIP Padang (2017).



pengambilan keputusan, karena itu Keterlibatan partisipasi masyarakat belum
nyata hanya sebatas dengar pendapat.’

Kedelapan, jurnal yang ditulis oleh Dimas Nur Kholbi dengan judul
“Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan Di Indonesia”. Fokus penelitian ini adalah tinjauan fikih
siyasah dustiriyyah terhadap proses legislasi undang-undang di Indonesia. Hasil
penelitian ini menjelaskan bahwa jika dilihat tahapan perencanaan, persiapan,
teknik penyusunan, pembahasan dan penetapan, pengundangan Ssampai
penyebarluasan, maka berdasarkan analisis siyasah dustiriyyah proses legislasi
undang-undang di Indonesia telah menerapkan nilai-nilai Islam.

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Zainal Amaluddin dan Erjan
Saputra dengan judul “Pembuatan Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 dalam Sistem pembuatan Perundang-Undangan menurut
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Perspektif Figh Siyasah Dusturiyyah “.
fokus penelitian ini adalah melihat efisensi pembentukan peratudna daerah
menurut UU Pemerintah Daerah yang didasar oleh UU P3 dalam membangun
daerah otonom. Penelitian ini menjelaskan terkait pembuatan peraturan daerah
berdasarkan siyasah disturiyyah, bahwa fungsi DPRD sebagai lembaga legislasi

berbeda dengan ahlu al-Zalli wal ‘agdi dalam pemerintahan Islam. Fungsi

’ Kamarudin, “Tinjauan Yuridis Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan
Undang-Undang”, Jurnal Perspektif Hukum, Vol. 15 No.2, Surabaya (2015).

% Dimas Nur Kholbi, “Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia”, Thesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Sunan Ampel Surabaya (2019).



legislasi DPR tidak utuh, hanya sebatas kedaerahan. Sedangkan kekuasaan ahlu
al-falli wal ‘agdi sangat luas, mencakup segala bidang permasalahan.™

Kesepuluh, jurnal yang ditulis oleh Lukman Santoso, S.Hi., M.H. dengan
judul “Eksistensi Prinsip Syura dalam Konstitusional Islam.” Fokus penelitian
adalah implementasi syura dalam konteks negara hukum modern dan meninjau
sinergisasi dengan konsep demokrasi di Indonesia. Hasil penelitian ini
menjelaskan bahwa prinsip syura yang diajarkan oleh pemerintahan Islam,
implementasi syura di Indonesia secara substansi dapat dinilai ideal, namun
fleksibel secara bentuk. Sehingga dapat mewujudkan negara hukum modern yang
mensejahterakan rakyat.*?

Uraian dari telaah pustaka diatas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan
dari fokus objek penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini mencoba
menjelaskan  bagaimana pemerintah sebagai perancang undang-undang
melibatkan masyarakat dalam proses perumusan Omnibus Law (Undang-Undang
Cipta Kerja). Melihat sejauh mana partisipasi publik yang merupakan salah satu
ketentuan dalam UU P3 diterapkan dalam proses legislasi UU Cipta Kerja dan

ditinjau dengan siyasah dustiriyyah.

11 Zainal Amaluddin, dan Erjan Saputra, “Pembuatan Peraturan Daerah berdasarkan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam Sistem Pembuatan Perundang-Undangan menurut
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Perspektif Figh Siyasah Dusturiyyah*, Jurnal Al-
Sulthaniyah, Vol. 1, No. 1, Sambas (2021).

12 T ukman Santoso, “Eksistensi Prinsip Syura dalam Konstitusional Islam”, In Right:
Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, VVo. 3, No.1, Yogyakarta (2013).
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E. Kerangka Teoritik
1. Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 angka (1) UU P3 menyatakan bahwa pembentukan peraturan
perundang-undangan merupakan pembuatan undang-undang yang mencakup
tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan.

Salah satu asas yang menjadi pokok utama dalam pembentukan UU adalah
asas keterbukaan (transparansi). Asas keterbukaan berpengaruh terhadap
partisipasi masyarakat dalam pembentukan UU. Asas keterbukaan merupakan
wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan data atau informasi yang benar,
lengkap, dan akurat tentang aktivitas dan produk yang menjadi pencapaian
pemerintah, karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk
menggunakan hak atau kedaulatannya.

Partisiapasi publik dalam pembentukan suatu regulasi memberikan ruang
bagi publik untuk menyalurkan aspirasi dalam setiap kebijakan pemerintah. bagi
sebuah negara demokrasi seperti Indonesia, penyediaan ruang publik
atau adanya partisipasi masyarakat merupakan tuntutan yang mutlak. Partisipasi
masyarakat dalam setiap tahapan pembentukan kebijakan harus benar-benar
dilindungi oleh negara dalam pelaksanaanya, agar standar aturan demokrasi tidak
diabaikan oleh pemerintah sebagai pemangku kekuasaan.* Pemerintah memiliki
peran untuk aktif dalam membuka dan memberikan ruang-ruang bagi masyarakat
untuk menyampaikan aspirasi. Hak publik untuk terlibat dalam pembentukan

kebijakan telah diatur dalam Pasal 96 UU Pembentukan Peraturan Perundang-

¥ Wisnu Indryanto, “Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 10, No.3, Jakarta (2013), him. 233.
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undnagan'®. Ketentuan pasal diatas dengan jelas mengatur tentang partisipasi
masyarakat ~daam proses  pembentukan  undang-undang.  Partisipasi
masyarakat dapat memperlihatkan tingkat dukungan masyarakat terhadap
kebijkan-kebijakan publik. Partisipasi dimaksudkan sebagai keikutsertaan pihak-
pihak selain DPR dan pemerintah seperti masyarakat dalam menyusun dan
membentuk rancangan peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, penting
bagi pemerintah dan DPR untuk menerapkan prinsip tranparansi (keterbukaan)
dalam membentuk suatu kebijakan. Hal ini, berfungsi sebagai kontrol terhadap
kinerja pemerintah dan keinginan masyarakat dapat tersalurkan.
Bagir Manan menjelaskan bahwa prtisipasi dapat dilakukan dengan cara'>:
a. mengikut sertakan dalam tim atau kelompok kerja penyusunan
peraturan;
b. melakukan publik hearing atau mengundang dalam rapat-rapat
penyusunan peraturan;
c. melakuka uji kebenaran kepada pihak-pihak tertentu agar
mendapatkan tanggapan;
d. melakukan loka karya (workshop) atas rancangan peraturan sebelum
secara resmi dibahas oleh DPR;
e. mempublikasikan rancangan peraturan agar mendapat tanggapan

publik.

¥ Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, Pasal 96.

1> Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, (Yogyakarta : PSH Fak. Hukum
Ull, 2001), him. 85-86.
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Persoalan akuntabiltas dalam pembentukan UU merupakan kebutuhaan
yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan negara melalui produk hukum
untuk menciptakan good governence. Akuntabilitas merupakan upaya
pertanggujawaban aparatur negara secara transparan, partisipastif, dan akuntabel
sehingga dapat dikontrol dan dievaluasi oleh masyarakat. Jadi, makna dasar dari
akuntabilitas publik adalah adanya tanggungjawab dalam menjalankan jabatan
atau lingkungan publik.*®

2. Siyasah Dustariyyah

Siyasah dustariyyah adalah bagian dari fikih siyasah yang membahas
perundang-undangan negara dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep
konstitusi (Undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-
undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-
undang), lembaga demokrasi dan syira yang merupakan pilar penting dalam
perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep
negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan
warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.*” Permbahasan
dalam fikih siyasah dustiriyyah adalah hubungan antara pemerintah (pemimpin)
disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang

ada di dalam masyarakatnya. Siyasah dustiariyyah mengatur hubungan antara

16 saifudin, Partisipasi Publik dalam Pembentukan PeraturanPerundang-undangan, him.
66-67.

7 Muhammad Igbal, Figh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta:
Prenadamedia, 2014), him. 77.
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warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan
lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara.'®
Pada kajian fikih siyasah, terdapat beberapa konsep pemerintahan,
diantaranya: legislasi dan syira.
a. Legislasi
Legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan al-sulthah al-
tasyri’iyah yang berarti kekuasaann pemerintah Islam dalam membuat dan
menetapkan hukum yang akan diberlakukan bagi masyarakat.'® Kekuasaan ini
merupakan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam
mengatur masalah kenegaraan. Unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi :
1) Pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan
hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat;
2) Masyarakat yang akan melaksanakan;
3) Isi peraturan atau hukum itu harus berdasarkan nilai-nilai syariat.
Jadi, dalam al-sulthah al-tasyri’iyah pemerintah melakukan tugas siyasah
syar’iyyah untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan dalam
masyarakat harus mencapai kemaslahatan.
b. Syira
Syara berasal dari sya-wa-ra yang dalam bahasa Indonesia menjadi

musyawara yaitu segala sesuatu yang dapat diambil untuk memperoleh kebaikan

8 A. Djazuli, Figh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu Rambu
Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), him. 31

% Muhammad Igbal, Figh Siyasah, him. 187.
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dan berguna bagi kehidupan manusia.? Prinsip musyawarah bagi para pemimpin
negara dan para penguasa serta masyarakat adalah sebagai tolak ukur dari
dilaksakannya sikap saling menghargai pendapat dan melepaskan diri dari sikap
mengklaim kebenaran sendiri. Pentingnya musyawarah disebabkan oleh hal-
hal sebagai berikut :

1) Setiap manusia memiliki kepentingan yang berbeda;

2) Setiap manusia memiliki pendapat yang berbeda;

3) Setiap manusia memiliki kemampuan intelektual yang berbeda;

4) Seiap manusia menginginkan tujuan yang berbeda.

Jadi dengan bermusyawarah, kepentingan-kepentingan dapat
dikoordinasikan ke satu tujuan umum dengan teknik untuk mencapa tujuan yang
berbeda. Sehingga musyawarah dapat menjadikan perbedaan pendapat sebagai
dinamika dan energi besar untuk mencapai persepsi dan tujuan yang telah
disamakan.?

Siyasah dustiriyyah juga mengkaji mengenai hubungan timbal balik antara
pemerintah dan rakyat. Dalam sistem pemerintahan Islam, khalifah atau kepala
negara adalah orang yang dipilih masyarakat untuk mengurus dan mengatur
kepentingan masyarakat demi kemaslahatan bersama.”? Kepala negara harus
dapat mendengar dan menerima aspirasi rakyat dan menyelesaikan permasalahn
permaslaahan yang ada. Kepala negara bukan seseorang yang kebal dari hukum

sehingga harus bersedia berdialog dengan rakyatnya. Islam meperlakukan kepala

2 1hid., him. 214.

L Jubair Situmorang, Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah),
(Bandung: Pustaka Setia, 2012), him.48.

22 Muhammad Igbal, Figh Siyasah, him. 214.
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negara sebagai seseorang yang diberikan kehormatan dan kemuliaan yang lebih
besar dari masyarakat karena kedudukannya sebagi pemimpin dan sesuai dnegan
tugas serta tanggungjawab yang besar.

Kepala negara memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dengan
keduukaknya ebagai kepala pemerintahan. Al-Mawardi dalam karyanya al-
ahkam assultaniyyah memaparkan kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan
kepala negara, diantaranya :

a) Melaksanakan hukum diantara orang yang bersengketa dan
menghentikan permusuhan yang terjadi dikalangan masyarakat,
agar menimbulkan keadilan.

b) Menjaga kemaanan negeri, sehingga rakyat merasa aman untuk
bekerja dan berusaha berdasarkan dengan profesi dan keahliannya
masing-masing.

c) Mengangkat pejabat-pejabat negara berdasarkan sifat kejujuran,
keadilan, dan keterpercayaan mereka dalam memegang jabatan.

d) Secara langsung mengelola urusuan kenegaraan secara umum.

Demi kemakmuran masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif.
Penelitian hukum normatif menggunakan bahan-bahan pustaka sebagai sumber
data penelitian. Jenis peneitian ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan

(library research), yakni metode yang digunakan untuk mengumpulkan data
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dari berbagai literatur.”® Penelitian ini melakukan kajian terhadap data pustaka
terkait objek kajian yaitu proses legislasi UU Cipta Kerja dan literatur literatur
yang relevan dengan objek penelitian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian adalah deskriptif analitik yaitu tipe perngumpulan data,
kemudian dari data tersebut dilakukan analisis dan diberikan kesimpulannya.?
Penulis mendeskripsikan dan mengnalisis proses legislasi Undang-Undang Cipta
Kerja dengan menggunakan beberapa literatur yang relavan dan menggunakan
konsep partisipasi publik dan hukum Islam yakni siyasah dustiriyyah sebagai
pisau analisis, kemudian akan diberikan kesimpulannya.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (statute approach)
yaitu penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan
perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.?®
Fokus dalam penelitian adalah mengkaji proses legislasi UU Cipta Kerja terkait
keterlibatan masyarakat dalam perumusannya.

4. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan
sumber data sekunder. Sumber data primer adalah bahan hukum yang meliputi

UUD 1945, UU Cipta Kerja, dan UU P3. Sumber data sekunder meliputi konsep

2 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Raja
Grafindo Persada, 2004), him. 133.

24 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,
(Bandung: Alfabeta Bandung, 2020), him. 29.

% Ani Purwati, Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek, (Surabaya : CV. Jakad Media
Publishing, 2020), him. 87.
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partisipasi publik dan siyasah dusturiyyah serta berbagai literatur yang berkaitan
dengan objek yang diteliti.
5. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian normatif, metode pengumpulan bahan hukum yang
dilakukan dengan cara menelititi beberapa bahan pustaka atau yang biasa disebut
dengan bahan hukum sekunder. Adapun beberapa bahan hukum yang terdapat
dalam penelitian ini di antaranya berasal dari buku-buku atau literature dan artikel
yang berkaitan dengan objek penelitian ini, dalam hal ini adalah proses legislasi
UU Cipta Kerja. Berikut adalah tahap-tahap pengumpulan data yang berasal dari
pustaka, di antaranya:
a. Melakukan inventarisasi hukum positif dan bahan-bahan hukum lainnya
yang relevan dengan objek penelitian.
b. Melakukan studi kepustakaan melalui buku, artikel yang terdapat dalam
media cetak maupun elektronik.
c. Mengelompokkan bahan-bahan hukum dan asas yang relevan dengan
permasalahan.
d. Menganalisis bahan-bahan hukum dan asas yang relevan untuk
menyelesaikan masalah yang menjadi objek penelitian.
Kemudian data yang telah dikumpulan dari berbagai sumber akan di
analisis. Analisis yaitu menganalisa data-data yang telah diverifikasi sehingga
diperolen kesimpulan-kesimpulan tertentu. Setelah data terkumpul, kemudian

diklasifikasi data data yang relevan dengan objek penelitian. Setelah itu, penulis
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melakukan analisis berdasarkan siyasah dusturiyyah sehingga dapat menarik

kesimpulan dari penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan penelitian ini tediri dari lima bab, setiap bab dapat dirinci ke
dalam sub-sub bab yang relevan dengan pembahasan bab dan permasalahan
yang akan dibahas. Secara garis besar, pembahasandalam penelitian ini terdiri

dari 5 (lima) bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah yang
menjelaskan dasar penulis untuk melakukan penelitian. Kemudian dari latar
belakang tersebut penulis membatasi pokok-pokok penelitian dan terangkum
dalam rumusan masalah yang akan menjadi okus penelitian. Rumusan masalah
mengkaitkan dengan bagian terpenting yang menjelaskan hasil yang ingin
dicapai dalam penelitian yaitu tujuan penelitian dan kegunaan penelitian.
Kemudian pemaparan telaah pustaka yang berisikan beberapa penelitian yang
dijadikan sebagai referensi untuk melakukan penelitian, dan kerangka teori berisi
konsep konsep yang akan digunakan untuk menganalisa masalah. Selanjutnya
memparkan metode penelitian yang digunakan agar penelitian lebih terarah dan
sistematis, serta terakhir sistematika pembahasan yang menguraikan secara

singkat runtutan penulisan yang ada dalam penelitian ini.

Bab kedua membahas landasan teori yang merupakan pengembangan dari
kerangka teori yaitu terkait konsep dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan dan hukum Islam yaitu siyasah dustiriyyah yang akan digunakan

untuk menganalisis masalah yang dikaji dalam penelitian ini.
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Bab ketiga data penelitian berisi paparan data yang membahas contoh
partisipasi publik dalam proses legislasi rancangan undang-undang di Indonesia
dan undang-undang Cipta Kerja. Dan memaparkan pendapat para ahli hukum

terhadap proses legislasi undang-undang Cipta Kerja.

Bab keempat adalah pembahasan yang menjelaskan tentang hasil analisis
partisipasi publik dalam proses legislasi undang-undang Cipta kerja dan analisis
tinjauan siyasah dustariyyah terhadap partisipasi publik dalam proses legislasi

Undang-Undang Cipta Kerja.

Bab kelima penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan
merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah dalam penelitian ini.
Sedangkan saran merupakan anjuran atau masukan kepada pihak-pihak yang

bersangkutan terkait tema yang diteliti.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

UU Cipta Kerja sebagai output dari kebijakan sistem politik. Input Uu Cipta
Kerja adalah sistem ekonomi yang mana tujuan pembentukan uu cipta kerja ialah
menciptakan iklim usaha dan investasi yang berkualitas. Feedback yang didapat
pro terhadap UU Cupta Kerja karena adanya proses pelaksanaan LKS Tripatrit
Nasional, dan kontra karena tidak sesuai dengan pasal 96 UU P3 yang
menjelaskan diharuskan memudahkan masyarakat untuk mengakses undang-
undang, sehingga minim bagi masyarakat untuk mengontrol proses legislasi UU
Cipta Kerja.

Partisipasi publik merupakan salah satu unsur penting dalam membentuk
produk hukum. Dalam proses legislasi UU Cipta Kerja, partisipasi publik
cendrung terabaikan. Proses legislasi berjalan sangat cepat dan jauh dari kontrol
masyarakat. Dengan demikan, UU Cipta Kerja tidak dapat dikategorikan sebagai
suatu undang-undang yang responsif sebab proses legislasi yang tidak berjalan
berdasarkan konfigurasi politik demokratis.

Ditinjau dari siyasah dusturiyyah, proses legislasi Undang Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinilai tidak aspiratif. Kurangnya tranparansi
dalam proses legislasi undang undang Cipta Kerja menimbulkan penolakan dari
publik. UU Cipta Kerja merupakan regulasi yang minim partisipasi dan
pengamatan publik. Sehingga dapat dinilai bahwa undang-undang tersebut

merupakan sebuah regulasi yang tidak aspiratif dan partisipatif. Dalam
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membentuk suatu kebijakan pemerintah perlu mempertimbangkan sitausi dan
kondisi masyarakat agar mampu menciptakan reguulasi yang responsif.
Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk mengatur tatanan hidup
masyarakat harus menjalan pemerintahan yang baik (good governance). Hal ini,
untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Proses legislasi UU Cipta Kerja yang tidak transparan, partisipatif, dan
akuntabel membuktikan tidak adanya musyawarah dalam membentuk produk
hukum tersebut. Pemerintah tidak melaksanakan sosialisasi sebagai ruang diskusi
publik dan musyawarah. Hal ini, bertentangan dengan ketentuan Islam yang

menjujung prinsip musyawarah dalam pembuatan kebijakan.

B. Saran

Undang Undang Cipta Kerja dinilai sebgai undang-undang yang tidak
aspiratif. Hal ini disebabkan karena proses legislasi undang undang tersebut tidak
melibatkan partisipasi masayarakat. Sebagai suatu produk hukum seharusnya
UndangUndang Cipta Kerja memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, namun
keberadaan regulasi ini justru tidak menjamin hak rakyat. Oleh karena itu, penulis
menyarankan Dewan perwakilan Rakyat sebagai lembaga yang mempunyai fungsi
legislasi dalam membentuk produk hukum harus melibatkan partisipasi publik
(masyarakat). Dengan mempertimbangkan pendapat publik, berarti DPR dan
pemerintah memperhatikan kemaslahatan masyarakat. Dan konsep musyawarah
dalam pemerintahan Islam bisa menjadi rujukan bagi DPR dalam membentuk
suatu regulasi. Dengan harapan, publik diberikan kebebasan berpendapat dan

kesempatan untuk menyampaikan masukan terhadap kebijakan pemerintah.
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Sehingga, masukkan dari publik tidak hanya sebagai kontrol tapi dapat menjadi
bahan evaluasi untuk kinerja pemerintah yang lebih baik.

Selain itu, proses legislasi UU Cipta Kerja yang tidak transparan dan
partisipastif tentu perlu pinanjauan lebih lanjut terhadap materi muatannya.
Dengan demikian, diharapkan bagi penulis selanjutnya dapat meninjau kembali
sejauhmana penerapan asas-asas pembentukan perundang-undangan diterapkan

dalam materi muatan UU Cipta Kerja.
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